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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : -  Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun
2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No.
8 Tahun 2019, Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt Kpu No.
10/Kpts/HK.04/08/2022; SE KPU No. 123/HK.04-SD/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2022
- Lampiran: 3 Halaman



